
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BOTATI BARRU

NOMOR lo TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan

adanya perubahan keadaan, maka Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Bairu Tahun Anggaran 2020

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan telah

dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 41

Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019 perlu diubah dan

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 41

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbend£iharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengeloleian dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9 i



-3-

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembeiran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2017 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2017 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011
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tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2017 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor

12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019

Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Beuru Nomor 14 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 14);

29. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 41 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN

2020.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

An^aran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 42)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

terdiri atas :
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1.PBNDAPATAN DABRAH

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 113.328.226.000,00

b. Dana Perimbangan Rp. 724.703.940.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 145.657.719.495.00

Jumlah Pendapatan Rp. 983.689.885.495,00

2. BBLANJA DABRAH

Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 414.518.364.645,00

b. Belanja Bunga Rp. 3.191.298.035,98

c. Belanja Hibah Rp. 43.459.892.800,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 109.427.919.255,00

e. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.908.970.900.00

Rp. 573.506.445.635,98

Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 37.152.596.604,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 243.340.928.570,25

c. Belanja Modal. Rp. 161.885.347.454.80

Rp. 442.378.872.629.05

Jumlah Belanja Rp. 1.015.885.318.265.03

(Defisit) (Rp. 32.195.432.770,03)

3. PBMBIAYAAN DABRAH

a. Penerimaan Rp. 36.248.464.034,30

b. Pengeluaran Rp. 4.053.031.264.27

Pembiayaan Netto Rp. 32.195.432.770,03

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 41

Tahun 2019 tentang Penjabaran An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbun3ri
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sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal n

Peraturan Bupati ini raulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

DAKAf KGGHCiNA^ j

KaLicI '
OiteiKi

Ditetapkan di Barru

)ada tanggal 18 Mdrel 2o20

SUA^I SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 18 I'bO-o

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

AdBUSTAN / /

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR VO
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